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WALIKOTA SALATIGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 

  NOMOR  25  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 37 
TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  

KOTA SALATIGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan 

tertib administrasi penerapan standar akuntansi 

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga 

khususnya menyangkut kebijakan akuntansi nomor 9 

mengenai akuntansi aset, perlu dilakukan penyelarasan 

berkenaan dengan pengakuan, sistem pencatatan 

persediaan, pengukuran aset tetap penyusutan, dan aset 

tidak berwujud; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan 

Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota 

Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan 

keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992    

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5533); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan 

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas 

Pemerintah Pusat; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);  

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah              

Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42); 

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota Salatiga 

(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota 

Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2016 Nomor 69); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 37 TAHUN 

2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 

SALATIGA. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 

37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota 

Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 

Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 5) 

diubah sebagai berikut: 

1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran IX Kebijakan 

Akuntansi Nomor 9 Akuntansi Aset, terdiri atas: 

a. angka 60 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c; 

b. angka 61 huruf a diubah; 

c. angka 61 huruf b dihapus; 

d. angka 65 diubah; 

e. angka 66 diubah; 

f. angka 131 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan 

huruf g; 

g. angka 156 di antara huruf e dan huruf f disisipkan 1 

(satu) huruf, yakni huruf e1; 

h. angka 232 diubah. 

2. Lampiran IX sebagaimana dimaksud pada angka 1 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Kota Salatiga. 

 

 

 

 



Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2017                                4 
 

Ditetapkan di Salatiga 

pada tanggal 16 Oktober 2015    

 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

 
Ttd 

 

YULIYANTO 
 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal 16 Oktober 2015    

     
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, 

 

 
Ttd 

 
SUSANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 25 
 

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SALATIGA 

                                                    

 

 

HARYONO ARIF, S.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19661010 198603 1 010 

 
 
 


